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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Nabi Muhammad SAW di samping sebagai kepala negara juga sebagai hakim atau qadhi telah mewujudkan eksistensi peradilan melalui wilayatul al-qadha’, wilayatul al-mazalim dan wilayatul al-hisbah[footnoteRef:2]. Nabi Muhammad  SAW sangat berjasa meletakkan sendi-sendi keadilan yang dapat menjawab kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat. Adakalanya Nabi memutuskan sendiri perkara yang diajukan kepadanya dan adakalanya beliau menyerahkan kepada sahabat dengan tujuan mendidik para sahabat untuk memutuskan hukum setelah beliau meninggal kelak. Akan tetapi penyerahan wewenang kepada sahabat dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum tersebut bukan dalam arti telah terbentuknya suatu lembaga peradilan yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan. [2:  Wilayatul al- qadha’ adalah lembaga peradilan dengan kekuasaan meyelesaikan  berbagai kasus atau  pengadilan biasa. Wilayatul al-mazalim adalah lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus penganiayaan penguasaan terhadap rakyat dan kasus-kasus kecurangan dan  penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya. Sedangkan wilayatul al-hisbah adalah lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar. Lihat Abdul Aziz Dahlan…(et al), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Cet.1. Jil 6.h. 1943] 

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, peradilan dilanjutkan oleh Khalifa al-Rasyidin. Pada masa tersebut lembaga al-Qadha mendapatkan perhatian yang serius dari Khalifah yang empat. Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Thalib. 
Pada masa ke khalifahan Abu Bakar as-Shiddiq, lembaga peradilan berjalan sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena banyaknya umat yang mengingkari kewajiban membayar zakat, murtad dan pelanggaran lain yang berhubungan dengan hukum dan politik, sehingga khalifah sangat disibukkan untuk mengurus hal tersebut. 
Dalam memutuskan perkara yang diajukan, Abu Bakar ash-Shiddiq menyelesaikannya dengan merujuk kepada kitab Allah atau al-Qur’an. Apabila tidak menemukan dalam al-Qur’an maka ia akan memutuskan berdasarkan sunnah. Jika tidak terdapat dalam sunnah maka Abu Bakar akan bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah nabi pernah memutuskan perkara yang sama. 
Dalam perjalanan kekhalifahannya, proses pemutusan perkara yang diajukan kepada Abu Bakar menunjukkan bahwa pada masa ini belum ada lembaga khusus yang ditetapkan untuk menyelesaikan persengketaan. Penyerahan kekuasaan kehakiman kepada Umar bin al-Khattab pernah diserahkan selama dua tahun. Akan tetapi selama itu pula tidak seorang pun yang mengajukan perkara kepada Umar bin al-Khattab karena mereka mengetahui bahwa Umar bin al-Khattab adalah orang yang bersifat keras dan tegas serta sangat toleran antar sesama muslim sehingga nyaris tidak pernah terjadi sengketa. 
Berdasarkan hal tersebut, penyerahan kekuasaan kehakiman kepada Umar bin al-Khattab bukan merupakan pemisahan kekuasaan secara tegas karena selain mengurus masalah kehakiman, Umar bin al-Khattab juga berhubungan dengan masalah imamah dan masalah-masalah lainnya. Proses ini berlangsung sampai Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin al-Khattab.
Pada masa Umar bin al-Khattab, peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan (wilayah al-ammah). Selain tugas yang dihadapi oleh pemerintahan sudah semakin bertambah, termasuk bidang peradilan. Sehingga khalifah Umar bin Khattab berpendapat bahwa dalam bidang peradilan perlu diadakan suatu lembaga khusus yang menanganinya. Oleh sebab itu beliau mengangkat beberapa qadhi untuk ditempatkan di daerah-daerah atau setiap propinsi. Selain itu Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam memilih seorang qadhi atau hakim. Karena seorang hakim harus mempunyai reputasi tinggi dalam ilmu fiqh dan memiliki pengetahuan yang dalam tentang hukum Islam.[footnoteRef:3] Selain itu hakim juga harus memiliki kemampuan dan keahlian di bidang peradilan. Terlebih lagi syarat utama bagi seorang qadhi adalah sifat taqwa, wara’ dan adil.[footnoteRef:4] [3:  Kamal ‘Isa, Aqdhiyah wa Qadha fi Rihab al-Islam, (Kairo: al-Badi’ al-Adabi al-Tsaqafi, 1987).h. 67 ]  [4:  Hasan Ibrahim Hasan, Tarekh al-Islam, (Kairo: al-Nadhal al- Islam al-Maisriyah, 1979), h. 499 ] 

Menurut Muhammad Salam Madkur, diantara qadhi yang diangkat Khalifah Umar bin al-Khattab adalah Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Usman al-Qaish Abi al-Ash di Mesir dan Abu Musa al-Asy’ari di Basrah.[footnoteRef:5] Walaupun Umar bin Khattab telah mendelegasikan kekuasaan peradilan kepada para qadhi tersebut, akan tetapi bukan berarti semua masalah hukum diserahkan kepada qadhi. Qadhi-qadhi yang diangkat oleh Umar hanya berwenang mengadili masalah-masalah yang berkenaan dengan keperdataan. Sedangkan untuk masalah-masalah pidana hudud dan qisas,  Umar sendiri yang memutusnya.[footnoteRef:6] [5:  Muhammad Salam Madkur, al_Qadha’ fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Nadhah al-Arbiyah, tt).h. 5. Lihat juga TM. Hasbi Ashshiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: Perpustakaan Rizki Putra,  1997). Cet.I.h. 8 ]  [6:  Ibid. ] 

Ada satu surat penting yang secara historis dinisbatkan kepada Umar bin al-Khattab dan berisikan tentang mekanisme penetapan hukum dalam peradilan bagi qadhi yang diangkatnya.  Surat tersebut cukup panjang dan detail. Selain itu surat tersebut juga berisikan pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang yang disambut baik dan diterima dikalangan ulama. Adalah Risalah al-Qadha namanya, yang dikirimkan kepada Abu Musa al-‘Asy’ari yang menjabat qadhi di Kuffah. Selengkapnya penulis sarikan isi surat tersebut sebagai berikut : 
فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والايمان ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم شك أبو عبيد فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله[footnoteRef:7] [7:  Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Juz I. h. 85-86. Tulisan yang sama lihat Muhammad Husain Haikal, al-Faruq Umar. Alih bahas Ali Audah, Umar bin Khattab, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009).Cet II. H. 621-622] 

Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dan sunah Rasul  yang harus dilaksanakan,  maka pahamilah benar-benar apabila ada suatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah  jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang  kebenaran yang tidak ada pengaruhnya. 
Samakanlah kedudukan manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusannmu, sehingga orang yang terhormat tidak menginginkan kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak putus asa pada keadilannmu. 
Keterangan berupa bukti hendaklah dikemukakan oleh penggugat (pihak pendakwa), sedangkan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang memungkiri (tergugat).
Perdamaian dikalangan umat Islam dibolehkan selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan perkara yang haram, atau mengharamkan yang halal. 
Barang siapa yang mendakwakan sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Jika ia dapat membuktikannnya maka berikanlah haknya, dan apabila ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak dikalahkan. Karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
Janganlah kamu merasa terhalangi oleh putusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merivisi (melakukan peninjauan kembali) terhadap putusan yang telah tetapkan, apabila kamu mendapat petunjuk baru yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada bergelimang pada kebatilan. 
Orang-orang Islam itu dianggap adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, atau orang yang pernah dijatuhi had, otau orang-orang yang diragukan asal-usulnya. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia hamba-hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah. 
Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan  tidak pula dalam Sunnah, kemudian Qiyaskanlah perkara-perkara itu dan perhatikannlah perkara yang serupa hukumnya dengan perkara-perkara itu. Lalu perpeganglah kepada sesuatu yang menurut pendapatmu lebih diredhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. 
Jauhilah dirimu dari emosi, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap tegas pada waktu menyelesaikan sengketa mereka (ditulis dengan lafadz khusumah atau khusum karena keraguan Abu ‘Ubaid), karena sesungguhnya memutuskan perkara ditempat yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu akan dikenang. Barang siapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, walaupun merugikan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang berlagak memiliki keahlian yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan mempermalukannya.
Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya melainkan amal yang ikhlas. Maka ingatlah pahala dari Allah, rezeki dan rahmat-Nya. Wassalamu’alaikum Warahmatullah.

Berdasarkan teks di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi asas peradilan dalam Risalah al-Qadha, diantaranya :
1. Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum
2. Jika dalam menetapkan atau memutus perkara, maka harus bersumberkan pada al-Quran atau as-Sunnah, jika tidak terdapat pada keduanya maka lakukan Qiyas.
3. Tidak bersikap emosional
Oleh sebab itu surat yang dikirimkan Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari tersebut, berarti pelaksanaan peradilan oleh qadhi tidak bisa ditawar dan dimain-mainkan. Sebab seorang qadhi harus konsisten melaksanakan hukum berdasarkan al-Quran dan as- Sunnah. Maka terkait dengan isi surat yang dikirimkan Umar bin al-Khattab kepada qadhinya tersebut, Busthanul Arifin berpendapat bahwa wibawa hukum adalah buah atau hasil pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang disebutkan di atas, maka hukum akan tegak pula.[footnoteRef:8] [8:  Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Cet. 1. h. 25] 

Dalam sebuah peristiwa diceritakan ketika Muhammad bin Amr bin As  mencambuk seorang warga Mesir. Supaya warga Mesir tersebut tidak mengadu pada Umar bin al-Khattab, Muhammad bin Amr bin As memenjarakan dalam sebuah penjara. Orang Mesir itu dapat melarikan diri dari penjara dan pergi ke Medinah mengadu pada Umar bin al-Khattab. Atas pengaduan orang Mesir tersebut, Amr bin As dan anaknya dipanggil datang ke Medinah. Kemudian dihadapkan pada majelis qisash atau sidang pengadilan pidana. Pada kesempatan itu, Umar bin al-Khattab menyuruh orang Mesir tersebut mencambuk anak Amr bin As.”Cambuklah anak keturunan orang mulia itu (anak Amr bin As)”, kata Umar bin al-Khattab. Setelah selesai mencambuk anak Amr bin As itu,  Umar bin al-Khattab menyuruh orang Mesir itu melilitkan cambuk itu pada kepala Amr bin As yang botak. Setelah hukuman yang diberikan kepada Amr bin As dan anaknya, Umar bin al-Khattab sangat marah dan mengeluarkan kata-kata: ” hai Amr! Sejak kapan kamu memperbudak orang, padahal ibunya melahirkannya sebagai orang merdeka.”[footnoteRef:9] [9:  Muhammad Husain Haikal, Ibid, h. 612-613] 

Pada peristiwa di atas menggambarkan sikap Umar bin al-Khattab betapa kerasnya dan tegasnya dalam melaksanakan keadilan dan persamaan antara sesama manusia. Sebab dalam melaksanakan hukuman Umar bin al-Khattab selalu berprinsip “kalau ada dua orang yang berselisih lalu mengadu padaku, untuk menentukan pihak mana yang benar, aku tidak pandang bulu.”[footnoteRef:10] [10:  Ibid, h. 613] 

Selain peristiwa di atas ada juga kejadian yang dialami oleh orang Muzinah atau Juhainah. Orang-orang Muzinah ini pernah diberikan Rasulullah sebidang tanah. Karena mereka tidak menggarapnya, maka kemudian datanglah sekelompok orang lain (yahudi) untuk menggarap tanah itu. Terjadilah keributan antara kaum pendatang dengan Muzinah, sehingga akhirnya orang Muzinah melaporkannya kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Mendengar pengaduan itu, Umar bin al-Khattab memutuskan, “seandainya tanah itu adalah pemberian dariku atau dari Abu Bakar, maka aku akan menariknya kembali, akan tetapi tanah itu pemberian Rasulullah (maksudnya tanah itu telah lama kalian kuasai, akan tetapi kalian tidak menggarapnya dan memanfaatkannya.” Selanjutnya Umar bin al-Khattab berkata dan memutuskan ,”Barang siapa yang telah menerima bagian tanah, lalu membiarkannya nganggur tanpa digarap sampai tiga tahun, lalu ada orang lain yang menggarapnya, maka orang lain yang menggarapnya itu berhak atas tanah itu.” [footnoteRef:11] [11:  Muhammad Baltaji, Manhaj Umar bin Khattab fi at-tasyri’ Dirasah Mastu’abah li fiqhi Umar wa Tanzimatih,  diterjemahkan oleh Masturi Irham,  Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2005). Cet.I. h. 212-213] 

Dari gambaran peristiwa di atas dapat disimpulkan  bahwa Umar bin al-Khattab ketika itu bukan hanya menyelesaikan sengketa perkara sesama orang Islam tetapi juga menyelesaikan sengketa perkara antara orang Islam dengan orang-orang non Muslim. Hal ini sesuai dengan semboyan yang keluar dari mulutnya ” kalau ada dua orang yang berselisih lalu mengadu padaku, untuk menentukan pihak mana yang benar, aku tidak pandang bulu.”
Sementara itu peradilan agama di Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak zaman belanda yang diawali dengan lahirnya stablaat tanggal 19 Januari 1882 melalui ketetapan raja Belanda No 24 yang dianut dalam stablat No 152 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura,[footnoteRef:12] dimana ditegaskan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya menyelesaikan perkara-perkara perdata antara sesama orang Islam saja. Hal tersebut lebih dikenal dengan asas personalitas keislaman.[footnoteRef:13] Asas personalitas ini adalah salah satu asas peradilan agama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. [12:  Asasriwarni, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, (Padang: IAIB IB Press, 1999). Cet. I. h. 33]  [13:  Persoalitas artinya keseluruhan pribadi seseorang. Personalitas keislaman artinya keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam. Artinya asas personalitas keislaman mengajarkan bahwa “terhadap orang Islam barlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama.
Berdasarkan asas personalitas keislaman ini, maka terhadap status hukum orang Islam, perbuatan hukum orang Islam, peristiwa hukum yang menimpa orang Islam, hubungan hukum orang Islam dengan lain beserta segala akibat hukumnya dan hak milik orang Islam, secara yuridis berrlaku hukum Islam dan apabila terjadi pelanggaran  atau sengketa maka diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Lihat A. Mukti Arto, Garis, Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Penerapan Asas Personalitas Keislaman sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama, Varia Peradilan XXI, 253 (Desember 2006), h. 21 dan 25.] 

Asas personalitas keislaman ini diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Penjelasan jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama lebih lanjut disebutkan dalam  pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.”[footnoteRef:14] [14:  Lihat Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.] 

	Oleh sebab itu secara umum asas personalitas keislaman adalah asas penyelesaian perkara hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja, tidak untuk orang-orang yang diluar agama Islam. Sedangkan sengketa orang-orang diluar Islam diselesaikan di Pengadilan Umum. Sehingga Peradilan Agama hanya melekat pada hal-hal sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa harus beragama Islam.
2. Perkara yang dipersengketan harus mengenai perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakar, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.[footnoteRef:15] [15:  Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Cet.1. h. 38 . lihat juga Dadang Muttaqin, dkk (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, (Yogjakarta: UII Pres, 1999). Edisi II H. 33] 

Asas peradilan agama ini berbeda dengan asas peradilan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, dimana pada masa Umar tidak membedakan jenis perkara yang diajuka kepadanya. Juga tidak membedakan akidah atau agama mereka. Sementara itu di peradilan agama yang dibentuk sejak zaman Hindia Belanda hanya berlaku untuk orang-orang Islam saja.
Untuk melihat perbandingan antara asas peradilan dalam risalah al-qadha Umar bin al-Khattab dengan  asas peradilan agama di Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul “STUDI PERBANDINGAN ANTARA ASAS PERADILAN DALAM RISALAH AL-QADHA UMAR BIN AL-KHATTHAB DENGAN ASAS PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.”
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Untuk memperjelas penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah penelitian: perbandingan dengan melakukan pengkajian secara ilmiah  antara asas Peradilan dalam Risalah al-Qadha Umar bin al-Khattab dengan Asas Peradilan Agama di Indonesia. 
Beranjak dari batasan masalah dan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Asas-asas peradilan apa saja yang terdapat dalam Risalah al-Qadha Umar bin al-Khattab? 
2. Apa-apa saja asas peradilan agama di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan (persamaan dan Perbedaan) antara asas peradilan dalam Risalah al-Qadha Umar bin al- Khattab dengan asas peradilan agama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian
Merujuk kepada rumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini  adalah untuk :
1. Menjelaskan asas-asas peradilan yang terdapat dalam Risalah al-Qadha Umar bin al-Khattab.
2. Menjelaskan asas peradilan agama di Indonesia.
3. Menjelaskan perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara asas peradilan dalam Risalah al-Qadha Umar bin al-Khattab dan asas peradilan agama di Indonesia.
 Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi kalangan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Berguna bagi perluasan ilmu pengetahuan.
D. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami tesis ini, perlu penulis paparkan beberapa istilah sebagai berikut :
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Asas Peradilan Agama



	:





:









:



:



	Penelitian ilmiah, kajian, telaah.[footnoteRef:16] Maka yang dimaksud dengan studi perbandingan adalah melakukan suatu penelitian ilmiah, pengkajian dan telaahan dengan cara memperbandingkan asas peradilan dalam risalah al-qadha dengan asas peradilan agama di Indonesia. [16:  Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, (Semarang: CV. Aneka, 1977). H. 98 ] 

Asas Peradilan terdiri dari dua kalimat. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir.[footnoteRef:17] Artinya prinsip-prinsip dasar yang dapat diberlakukan pada semua peristiwa atau kasus. Sedangkan peradilan adalah salah satu institusi dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan.[footnoteRef:18] Jadi asas peradilan adalah dasar yang dijadikan tumpuan berfikir dalam melaksanakan tujuan peradilan untuk memenuhi hajat orang banyak.  [17:   Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005). Cet. 4. h.37]  [18:  Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Cet.II h. 27] 

Surat yang dikirim oleh Umar bil al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari (Qadhi di Kuffah) yang berisikan pokok-pokok penyelesaian perkara di muka pengadilan[footnoteRef:19]  [19:  Muahammad Salam Madkur , Op.cit. h. 5 ] 

Asas peradilan Agama terdiri dari dua kata. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir.[footnoteRef:20] Artinya prinsip-prinsip dasar yang dapat diberlakukan pada semua peristiwa atau kasus. Sedangkan Peradilan Agama adalah suatu lembaga yang menyelesaikan perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam yang harus diputuskan berdasarkan Agamanya.[footnoteRef:21] Jadi yang dimaksud dengan asas Peradilan Agama adalah prinsip-prinsip dasar Peradilan Agama yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara perdata antara sesama orang Islam. Prinsip-prinsip dasar atau asas peradilan Agama tersebut dapat ditemui dalam beberapa peraturan, diantaranya: [20:   Sudarsono, Op.cit, h.37]  [21:  Abdul Halim, Op.cit, h. 33] 

a. RBg tahun1927 dan HIR tahun 1941
b. Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuaaan Kehakiman.
c. Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
d. Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan.


Adapun maksud secara keseluruhan dari judul tesis ini adalah  studi perbandingan (persamaan dan perbedaan) dasar-dasar peradilan yang dituangkan dalam risalah al-qadha Umar bin al-Khattab dan dasar-dasar Peradilan Agama di Indonesia.
E. Tinjauan Kepustakaan
Penelitian ini penulis lakukan dengan metode library research[footnoteRef:22] yakni dengan meneliti berbagai bahan-bahan yang berkenaan dengan pembahasan ini terutama karangan Muhammad Salam Madkur tentang al-Qadha fi al-Islam dan  Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin. Di mana beliau-beliau ini menulis salah satunya isi surat yang dikirimkan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari tentang Risalah al-Qadha. Selain itu, penulis meNcoba melacak karangan-karangan atau tulisan yang berhubungan dengan pokok masalah. Seperti Muhammad Husain Haekal dengan karangannya al-Faruq Umar. [22:  Library research hanya memamfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya  riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Lihat Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Cet 1. h. 2] 

Penulis juga mencoba melacak karya ilmiah yang relevan dengan tulisan penulis ini. Salah satunya adalah tesis Anhar dengan judul “Asas-asas Peradilan Agama dalam Risalah al-Qadha Umar bin al-Khattab.” Pada tulisan tersebut belum ada penekanan yang amat penting, hanya menguak isi Risalah al-Qadha. Maka pada penulisan tesis ini penulis mencoba manggali lebih dalam isi Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dan memperbandingkannya dengan asas Peradilan Agama di Indonesia.
F. Metode penelitian
1. Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).[footnoteRef:23] Semua unsur metodis dalam pemikiran tokoh diuraikan sebagai jaminan terhadap bentuk-bentuk dan interpretasi baru yang dilahirkan. Disamping itu analisa yang dikembangkan tetap mengacu kepada bagaimana melahirkan kesimpulan secara indukstif-deduktif yang meliputi kohorensi internal tokoh, holistic, kesinambangan histories dan idealisasi.[footnoteRef:24] [23:  Penelitian yang dilakukan diperpustakaan dimana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah dan dokumen. Lihat Mestika zet, Ibid, h. 89 ]  [24:  Anton Bakker dan Achmad Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1992). Cet II, h. 86 ] 

Penelitian akan ditempuh dengan menggunakan metode analisasi isi (content analysis). Analisis ini pada mulanya digunakan  dalam ilmu social sebagai sarana untuk studi komunikasi yakni tentang hakikatnya, makna tujuan yang melandasi, proses dinamikanya dan masyarakat yang terlibat dalam pembicaraan, penulisan serta pengertian makna segala sesuatu.[footnoteRef:25]  [25:  A. Khozin Afandi (dkk), Buku Penunjang Berfikir Teoritis Merancang Proposal, (Surabaya : Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), h. 154. ] 

Pendekatan dasar yang digunakan dalam analisis isi ini adalah: (1) memilih contoh (sample) atau keseluruhan isi; (2) menetapkan kerangka kategori acuan eksternal yang relevan dengan tujuan kajian; (3) memilih satuan analisis isi; (4) menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, persatuan unit yang terpilih; (5) mengungkapkan hasil sebagai distribusi  menyeluruh dari semua satuan atau percontoh dalam hubungannya dengan frekuensi keterjadian hal-hal yang dicari untuk acuan.[footnoteRef:26] Oleh karena penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) yakni bahan kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber utama, maka sumber utama primer adalah biografi Umar Bin al-Khattab dan tulisan-tulisan tentang Peradilan Agama.   [26:  Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Analisis  Wacana, Analisis semiotic dan Analisis Framing, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4. Lihat juga Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68] 

2. Analisa Data
Data yang penulis peroleh kemudian penuulis oleh dengan penggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Adapaun metode induktif adalah menarik kesimpulan khusus dari informasi yang bersifat umum.  Metode deduktif adalah upaya generalisasi terhadap informasi yang bersifat khusus. Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan data yang ada satu sama lain untuk ditarik suatu kesimpulan.




